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WALI KOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 2 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

    

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 tahun 1950 

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 186); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1425); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 799); 

22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 5); 

23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2024 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2024 Nomor 10); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

dan 

WALI KOTA PROBOLINGGO 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN  2024. 

 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 

ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah. 

 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, 

dengan rincian sebagai berikut:  

a. Pendapatan Daerah ..........    Rp    992.701.449.220,29 

b. Belanja Daerah.................    Rp 1.039.189.025.613,39 

      Defisit Rp    (46.487.576.393,10) 

c. Pembiayaan Daerah: 

1. Penerimaan Pembiayaan    Rp   135.451.712.115,01 

2. Pengeluaran Pembiayaan    Rp                           0,00  

      Pembiayaan Neto ......   Rp   135.451.712.115,01 

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran  

Tahun Berkenaan    Rp     88.964.135.721,91 

 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai 

berikut: 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp28.510.550.274,29 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan ..  Rp  964.190.898.946,00 

2. Realisasi ....................................................  Rp   992.701.449.220,29 

Selisih lebih ........................................  Rp    28.510.550.274,29 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp60.453.585.447,61 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran belanja setelah perubahan .........   Rp 1.099.642.611.061,00 

2. Realisasi  ...................................................  Rp 1.039.189.025.613,39 

Selisih kurang  ...................................  Rp   60.453.585.447,61 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah                                            

Rp88.964.135.721,90 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Defisit setelah perubahan  .........................  Rp     (135.451.712.115,00) 

2. Realisasi  ...................................................  Rp   (46.487.576.393,10)  

Selisih lebih ........................................  Rp      88.964.135.721,90 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah                              

Rp0,01 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran penerimaan pembiayaan  

setelah perubahan................................     Rp  135.451.712.115,00 

2. Realisasi............................................... Rp 135.451.712.115,01    

 Selisih lebih Rp       0,01 
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e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah                

Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah  

perubahan  Rp    0,00 

2. Realisasi  ...................................................  Rp 0,00 

Selisih Rp      0,00 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah                                         

Rp0,01 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp  135.451.712.115,00 

2. Realisasi  ...................................................  Rp  135.451.712.115,01    

Selisih lebih  Rp 0,01 

 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 

2024 sebagai berikut: 

a. Jumlah aset  ...................................................  Rp 2.256.399.931.838,55 

b. Jumlah kewajiban ...........................................  Rp      21.950.029.834,57 

c. Jumlah ekuitas ...............................................  Rp 2.234.449.902.003,98 

 

Pasal 5 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut: 

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024  ......  Rp 135.734.487.523,01 

b. Arus kas dari aktivitas operasi  .......................  Rp 28.931.380.403,84  

c. Arus kas dari aktivitas investasi .............................  Rp   (75.418.956.796,94) 

d. Koreksi saldo awal kas lainnya ........................  Rp            (109.494.762,00) 

e. Arus kas dari aktivitas pendanaan  .................  Rp  0,00 

f. Arus kas dari aktivitas transitoris  ...................  Rp                    0,00 

g. Saldo Kas per 31 Desember 2024: 

1. Kas di Kas Daerah  .......................................  Rp 84.809.805.548,34 

2. Kas di Bendahara Pengeluaran .....................  Rp 0,00 

3. Kas di Bendahara Penerimaan ......................  Rp 15.561.600,00 

4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah             Rp 3.186.627.761,75 

5. Kas Dana Bantuan Operasional Satuan  

  Pendidikan                                                      Rp 483.278.994,82 

6. Kas BOK Puskesmas  ....................................  Rp 468.861.817,00 

7. Kas Lainnya  .................................................  Rp 173.280.646,00 

8. Setara Kas  ...................................................  Rp            0,00(+) 

Jumlah  Rp            89.137.416.367,91 
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Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut: 

a. Defisit Operasi: 

1.  Pendapatan Laporan Operasional...............  Rp 996.422.506.875,35 

2.  Beban  ...................................................  Rp  1.039.081.452.487,17 

 Defisit dari operasi ..........................................  Rp  (42.658.945.611,82) 

b.  Defisit dari kegiatan non operasional: 

 Defisit dari Dari Kegiatan Non Operasional ..... . Rp (744.066.546,62) 

c.  Pos Luar Biasa: 

 Beban Luar Biasa     …..…………… ..... ………….   Rp    (1.742.110.224,00) 

d.  Defisit Laporan Operasional Rp (45.145.122.382,44) 

 

Pasal 7 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 

sebagai berikut: 

a.   Saldo Anggaran Lebih Awal  ............................  Rp 135.451.712.115,01 

b.   Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai 

 Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan…………… Rp   (135.451.712.115,01) 

 Jumlah ..............................................  Rp 0,00 

c. Sisa lebih/kurang pembiayaan  .......................  Rp 88.964.135.721,91 

 Jumlah ..............................................  Rp 88.964.135.721,91 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 0,00 

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir  ...........................  Rp 88.964.135.721,91 

 

Pasal 8 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f 

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut: 

a.   Ekuitas awal  ..................................................  Rp  1.977.863.956.504,20 

b.   Defisit Laporan Operasional ............................  Rp (45.145.122.382,44) 

c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/  

      kesalahan mendasar........................................  Rp 301.731.067.882,22 

d. Ekuitas Akhir  .................................................  Rp  2.234.449.902.003,98 

 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 
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Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri 

dari: 

a. Lampiran  I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri atas: 

Lampiran I.1 :  Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan 

organisasi; 

Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok 

dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan 

jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan 

sub kegiatan; 

b. Lampiran  II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Lampiran  III : Laporan Operasional; 

d. Lampiran  IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan; 

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana 

Bergulir; 

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; 

l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah 

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir 

Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam 

Tahun Anggaran berikutnya;  
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t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas: 

Lampiran XX.1 :  Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah; 

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha 

Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

 

Pasal 11 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan 

Peraturan Wali Kota. 

 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal 5 Agustus 2025 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

AMINUDDIN 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal 5 Agustus 2025 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 2 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 119-2/2025 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH 

NIP. 19780608 200903 1 004 
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PENJELASAN  

ATAS  

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  

NOMOR 2 TAHUN 2025 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

 

 

1. UMUM:  

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

adalah Peraturan daerah yang disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap 

pelaksanaan anggaran yang telah disetujui bersama oleh DPRD (Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah). Laporan ini menunjukkan realisasi pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan selama satu tahun anggaran. Adapun yang menjadi 

dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban APBD antaa lain: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah mengatur mekanisme penyusunan dan penetapan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, yakni: 

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan 

Pendapatan Daerah.  

2. APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani 

KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.  

3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, 

distribusi, dan stabilisasi.  

4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan 

perutndang-undangan. 

Mempedomani Pasal 23 ayat (4) maka Pemerintah Kota Probolinggo 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD tahun Anggaran 2024. Proses tersebut harus sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang‑undangan yang berlaku. Artinya, legalisasi anggaran dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan melalui persetujuan DPRD, 

menjadi Perda yang memiliki kekuatan hukum. 
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Adapun tujuan penetapan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD, antara lain: 

1. Memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah. 

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. 

3. Menjadi dasar evaluasi kinerja anggaran. 

4. Sebagai syarat perencanaan APBD tahun berikutnya. 

 

II. PASAL DEMI PASAL: 

Pasal 1 

  Cukup Jelas 

Pasal 2  

  Cukup Jelas 

Pasal 3 

  Cukup Jelas 

Pasal 4  

  Cukup Jelas 

Pasal 5  

  Cukup Jelas. 

Pasal 6 

  Cukup Jelas. 

Pasal 7 

  Cukup Jelas. 

Pasal 8 

  Cukup Jelas. 

Pasal 9 

  Cukup Jelas. 

Pasal 10 

  Cukup Jelas. 

Pasal 11 

  Cukup Jelas. 

Pasal 12 

  Cukup Jelas. 
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